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A. FAKTOR 1 - ASPER PEMEGANG SAHAIVI

1 | Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

A.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Komposisl dan persyaratan pemegang saham memenuhl ketentuan
peraturan perundang-undangan.

komposisi dan persyaratan
pemegang saham sudah
sesual memenuhi ketentuan
peraturan perundang-
undangan

2)

Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS
tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

kebijakan dan tata cara
pengambilan keputusan
RUPS dudah sesuai dan
selaras dengan ketentuan
perundang-undangan

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

3)

Pelaksanaan komunikasl visi dan misi pengembangan BPR kepada
Direksi dan/atau Dewan Komisaris,

Pelaksanaan visi dan misi
BPR sudah dilakukan oelh
Direksi maupun Dewan
Pengawas BPR Khatulistiwa

4)

Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasll pengawasan
Dewan Komisaris.

Dewan pengawas melakukan
pemantauaan terhadap
Perkembangan BPR setiap
triwulan

5)

Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui
perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain,

Dukungan pemegang saham
dalam pengembangan BPR

..........

permodalan

6)

Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain
menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan
pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan
pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris.

BPR telah memastikan
pelaksanaan tata kelola yang
sehat sesuai dengan aturan
vang berlaku

7)

Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain
masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau
pendapat dari seluruh pemegang saham.

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

KPM telah melakukan
keputusan dengan
memperhatikan masukan
dan rekomendasi dari dewan
_pengawas

8)

Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain
dalam pelaksanaan aksi korporasi.

KPM memperoleh hak dan
perlakuan adil dalam
pelasanaan aksl korporasi

9)

Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain
melalui realisasl rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.

Perkembangan kinerja BPR
Khatulistiwa seialan dengan
rencana strategis

10)

Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi,
mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu,
dan keputusan pengangkatan, penggantlan, atau pemberhentian
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisarls.

KPM tidak melakukan benturan
kepentingan,investasi,
mengambil keuntungan pribadi
dan lainnya.
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Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebljakan | penggunaan laba dan
penggunaan laba dan pembaglan dividen yang sejalan dengan anggaran pembagian dividen sudah

1) dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan anggaran dasar
mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. dan ketentuan peraturan,

Mﬂo&uuv;...;m-u.; ¢ T e s Qs NilalEa
a. | Struktur:

1) | Faktor Positif:

struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan
pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat
diselesaikan,intervensi yang timbul yang timbul tidak signifikan,tidak
mengambil keuntungna pribad! atau kepentingan golengan tertentu
baik dalam  hal  keputusan  pengangkatan,pergantian,atau
pemberhentian anggota Direksi dan dewan pengawas sesual dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

2) | Faktor Negatif:

tidak terdapat faktor negatif 2, memenuhi kondisi
5. | Proses: terpenuhinya struktur dan/aidu
1) | Faktor Positif: infrastruktur sesuai

sebagian besar pengambilan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan | ketentuan,proses pelaksanaan
Anggarn dasar,ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana | tata kelola dilakukan dengan
strategis sehingga perencanaan pegembangan BPR sebagian besar | memadai dan ditunjukkan
terealisasikan yang terjamin pada pemenuhan ketentuan | dengan hasil pelaksanaan tata
permodaian, kinerja keuangan atau perkembangan kegiaian usaha Reiuia yang Laik

2) | Faktor Negatif:

tidak terdapat faktor negatif
¢. | Hasil:
1) | Faktor Positif

kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievalusi
sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunana laba dan pembagian
dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

2) | Faktor Negatif

tidak terdapat faktor negatif
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B. FAKTOR Z — PELAKSANAAN TUGAS, TA

R A / TN

NGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIiREKSI

2 | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | terdapat kekurangan jumlah
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagal Direktur yang | anggota direksi yaitu
membawahkan fungsi kepatuhan, Direktur yang
membawahkan fungsi
o Kepatuhan yang saat ini
masih menjabat plt yang
ditunjuk oienh KPvi atau
Pememegang saham
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan | seluruh anggota Direksi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. bertempat tinggal di wilayah
% Kota Pontianak, tempat BPR
berada.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa | Anggota Direksi tidak
keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan menjabat atau merangkap
3) | Otoritas Jasa Keuangan. jabatan pada bank ataupun
lembaga jasa keuangan
lainnya
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan | Anggota Direksi tidak
hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham | memiliki hubungan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. keluarga,hubungan
" keuangan dan kepemilikan
saham sesuai aturan
Otoroitas lasa keuangan
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur | BPR telah memenuhi sumber
organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk daya manusia dan struktur
Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam organisasi termasuk telah
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. membentuk satuan kerja
<) atau menunjuk Pejabat
- Eksekutif dengan kuantitas
dan kualitas yang memadai
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan
fungsi Direksi
Direksi telzh memilili pedoman dan tata tertib keria anggota Direksi
yang memuat paling sedikit: Direksi telah memiliki
6) | a.tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pedoman dan tata tertib
b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan kerja anggota direksi
c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat | Direksi telah menkyusun
- Elselutif dan pegawai BPR, xebijakan Remunerasi bagi
Pegawai Eksekutif dan
Pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa | Direksi menggunakan tenaga
g8) | profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi ahli/konsultan kecuali
persyaratan sesual dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan
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sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

9)

Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan
pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.

Direksi memiliki kompetensi
sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan serta
memiliki kemampuan untuk
melakukan pembelajaran
secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan
kemampuan pengalaman
dan keahlian agar dapat
melaksanakan tugas dan
tanggung jawab pengelolan
BPR sesuai dengan
ketentuan

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Oircksi mclaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,
kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang Direksi.

direksi telah melaksanakan
tugas dengan itikad
baik,penuh tanggung jawab
secara independen dan tidak
memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan
pengalihan tugas dan
wewenang direksi

11)

Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko,
dan kepatuhan secara terintegrasi.

dirkesi menerapkan prinsip
tata kelola,manajemen risiko
ddn kepatluildn secdra
integrtitas

12)

Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk
temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan
temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern,
dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau otoritas lain.

direksi menindaklanjuti
temuan audit atau
pemeriksaan dan
rekomendasi dari stauan
kerja atau pejabat yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan audit inetrn

13)

Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat
waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai
ketentuan persturan perundang-undangan, termasuk kepada Cewan
Komisaris.

direksi menyediakan data
dan informasi yang akurat
reievan dan tepat waktu
kepada pihak yang berhak
memperoleh data dan
informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan termasuk kepada
Dewan pengawas.

14)

Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman
dan tata tertib kerja.

[pengambilan keputusan
Direksi yang diambil sesuai
dengan pedoman tata tertib
perusahaan
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15)

Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi
memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

kebijakan dan keputusan
strategis yang diputuskan
dalam rapat Direksi
memperhatikan pengawasan
Dewan Pengawas dan
terlebhih dahulu dilakaukan
cara musyawarah untuk
kesepakatan bersama

Direks! tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangl keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, seiain remunerasi dan fasilitas iainnya yang ditetapkan RUPS.

direksi tidak menggunakan
BPR untuk kepentingan
pribadi keluarga dan pihak
lainnya yang dapat
merugikan

17)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

anggota Direksi
membudayakan
pembelanjaran secara
berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan
perkembangan terkini
terkait bidang keuangan dan
bidang lainnya yang
mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab

18)

Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawal mengenai
kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban
pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan
menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) vang mudah diakses
oleh seluruh pegawai.

Direksi telah
mengkomunikasikan kepada
seluruh pegawai mengenai
Kebijakan strategis BPR yang
dapat mempengaruhi hak
dan kewajiban pegawai
dalam rangka pencapaian
visi dan misi BPR dengan
menggunakan media
elektronik dan nonelektronik
yang mudah diakses oleh
seluruh pegawai

19)

Direksi mengungkapkan:

a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan
Inirne Aae

b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat
kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain
dan/atau pemegang saham BPR.

Direksi tidak memiliki
kepemilikan saham di BPR
dan tidak memiliki hubungan
keuangan ataupun keluarga
dengan pemegang Saham

20)

Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tumae dan tangoung fawab.

Anggota Direksi mampu
menjaga integritas dan
reputasi keuangan serta
mengimplementasi yang
dimilikinya dalam
pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
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21)

Direksl melaksanakan dan mengevaluas! pedoman dan tata tertib kerja
anggota Direksi secara konsisten.

direksl melaksanakan dan
mengevaluasi pedoman dan
tata tertib kerja anggota
direksi secara konsisten

22)

Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekut!f dan
npegawal RPR

direksi mengevaluasi
kebijakan remuncras! bag!
Pejabat Eksekutif dan
pegawai BPR

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

23)

deﬁégn baik dan telah
tugas kepada pemegang

Direksi ~ melaksanakan  tugas
mempertanggungjawabkan pelaksanaan
saham melalui RUPS,

Direksi melaksnakan tugas
dengan balk dan telah
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas kepada
pemegang saham melaui RKAT

Seluruh pegawal mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas
kebijakan strategis untuk mencapal visi dan misi BPR.

seluruh pegawai mengetahui
dan terlibat dalam

24) mengimplentasi atas kebijakan
strategis untuk mencapai Visi
dan Misi BPR

Keputusan Direksl mengikat dan menjadi tanggung Jawab seluruh | Keputusan Direksi mengikat

25) | anggota Direksi. dan menjadi tanggung seluruh

anggota Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi

hasil rapat Direksl dituangkan
dalam risalah rapat dan

Led

26) | dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati. didokumentasikan dengan
baik,serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota | terdapat peningkatan

Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh | kemampuan pengalaman dan
tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan | keahlian anggota Direksi dalam
peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian | pengelolaan BPR dan
permasalahan vyang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai | peningkatan pengetahuan
ekspektasi stakeholders. seluruh tingkatan jenjang

27) organisasi yang ditunjukkan
antara lain dengan peningkatan
kinerja individu peningkatan
kinerja BPR,penyelesaian
permasalahan yang dihadapi
BPR dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders.

Direksl menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola | Direksi menyampaikan laporan-
kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa | laporan terkait penerapan tata
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. kelola kepada pihak-pihak

28) sebagaimana diatur dalam

ketentuan Otoritas jasa
keuangan secara
lengkap,akurat kini utuh dan
tepat waktu

J
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.| Struktur:

1) | Faktor Positif:

Direksi memenuhi seluruh persyaratan harus dipenuhi selama menjabat
sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana
dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung
jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaikl dengan segera serta
hasil kinerja Direksi dapat

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

b. | Proses:

1) | Faktor Positif:

Direksi telah melakukan pemenuhan SDM dan  struktur
organisasi,termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat PE
dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka
mendukung  peloksoncon tugss  don hungsi  Dirckst  schinggs
penyelenggaraan kegiatan usaha pada jenjang organisasi telah 2
menerapkan prinsip tata kelola dengan baik

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

¢ | Rasii; ' .

1) | Faktor Positif

penyampaian laporan-laporan dilaporkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan

2) | Faktor Negatif
tidak terdapat taktor negatit yang signitikan
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FAKTOR 3 — PELARSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN

KOMISARIS

S e

3 | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

jumlah anggota dewan
pengawas sudah sesuai
dengan ketentuan Otoritas
jasa Keuangan

2)

Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas
berdomisili di wilayah
tempat BPR berada

3)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat
mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit
memuat:

a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan
b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.

dewan Pengawas memiliki
pedoman dan tata tertib
kerja yang bersifat mengikat
setiap anggota Laikitu
tanggung jawab dan
pengaturan rapat dewan

4)

Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

dewan pengawas tidak
melakukan rangkap jabatn
sesuaj dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

5)

Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan
hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

anggota Dewan pengawas
tidak memiliki keterkaitan
hubungan keluarga,
keuangan dan kepemilikan
safiam di BPR

6)

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau
pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

seluruh dewan pengawas
tidak memiliki saham dan
berindak independen

7)

Anggota Dewan Komisaris memiiiki kompetensi sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan
kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar
dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.

dewan pengawas memiliki
kompetensi sesuai dengan
ketentuan Otoritas jasa
Keuangan serta memiliki
kemauan dan kemampuan
untuk melakukan
pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kemampuan.

8)

Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi
Direksi dan Dewan Komisaris.

sedang dilakukan pengkinian

Proses Penerapan Tata Keioia (P) -

9)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk kepentingan BPR dengan iktikad balk dan dengan prinsip
kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan
pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesual dengan
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan
KUPS,

Dewan pengawas melakukan
tugas dan tanggung jawab
dan wewenang untung
kepontingan 8PR dengan
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itikad baik dan dengan
prinsip kehati hatian serta
tidak memberikan kuasa
umum yang mengakibatkan
pengalihan tugas dan

viewenans dewan Pengawas

"1 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi [ Dewan pengawas
I pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis | mengarahkan memantau
! BPR sesuai ketentuan. dan mengevaluasi
i 10) pelaksanaan tata kelola dan
| manajemen risiko serta
kebijakan strategls BPR
sesuai ketentuan. -
| Dewan Xomisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan keglatan | Dewan pengawas tidak
' operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak | terlibat dalam pengambilan
| terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum | yepytusan kegiata
; - pemberian kredit BPR flan hal-hal lain vang ditetapkan dalam kete;lwar; operasional BPR ramun
! peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungs dalam beberapa hal dan
i kepada pihak terkaot
sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai BMPK
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan
audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran | .- Pengawas
terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekf:mendasl dari memastikan bahwa Direksi
12) | satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor i
ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, mer?Indaklanjutl temuan
! dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksl audit atau pemeriksaan
! untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan | Dewan Pengawas meminta
mengenal permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. Direksi untuk memberikan
13) penjelasan mengenai
permasalahan,kinerja dan
' kebijkan Operasional BPR
t Cewan Komisarls melsksanskan dan mengevaluast pedoman dan tata | Dawan pengawa telah
tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten. melaksanakan dan
14) mengevaluasi pedoman dan
tata tertib kerja anggota
{ dewan pengawas secara
R TN | konsisten
f Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk | Dewan Komisari melakukan
f 1) :ﬂ:k"s‘::adk::t:ﬁa; :1;; ':::\jgagung jawab secara optimal sesuai dengan tanggung jawab secara
i s optimal sesuai dengan tata
i tertib
f Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara
16) bc wla dan pengambilan keputusan rapat Doewan Komisarls telah | Dowan Pengawss melokukan
i dilakukan terlebih dabulu dengan cara musyawarah untuk mencapai | rapat secara berkala
! mufakat sesual dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisarls.
; Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan angota dewan pengawas
| 17) | pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau | tidak memanfaatkan BPR

mengurangl keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau

(8 Dipindai dengan CamScanner
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menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasllitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan
memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan
Komisaris.

Dewan Pengawas melakukan
pengawasan tugas direks|
dan memastikan Direksi

18) menindaklanjuti hasil
pengawasan Dewan
Pengawas
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahulul oleh | Dewan pengawas tidak
usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebljakan | terlibat dalam pengambilan
19) | remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan | kepytusan kegiata
Komisaris. operasional BPR
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan | Dewan pengawas emastikan
evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan | pelaksanaan tugas dan
20) | Komisaris. mengevaluasi atas
pelaksanann tugas komite
kredit,
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan Dewan Pengawas melakukan
21) | remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
i, evaluasi
C. { Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah

memperianggungiawabkan  pelaksanaan {ugas hepada penegang

Dewan Pengawas
melaksanakan tugas dengan

22) saham melalui RUPS. baik dan telah
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas kepada
pemegang saham

Hra'sll‘ rapat D:awan' Komlfaris dit}Jangkar.\ da!am ri;ala'h_ rapat da'n hasil rapat dewan pengawas

23) uuuunumenlawx.an dengan Daik, seria dibagikan kepada seiuruly angguia dituangkan dalam risalah rapat

Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris | kebijakan remunerasi bagi

24) memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. anggota direksi dan dewan
pengawas memperhatikan
prinsip dan kewajaran

Dewan Komisaris menyampaikan iaporan-iaporan terkait fungsi Dewan | dewan pengawas
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam | menyampaikan laporan-laporan
25) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan | terkait fungsi dewan pengawas
tepat waktu. kepada otoritas jasa keungan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengaiaman, dan keahiian anggota | terdapat peninghkatan
Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab | kemampuan pengalaman dan
26) pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan | keahlian anggota dewan

kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesual ekspektasi stakeholders.

pengawas dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab
pengawasn BPR.

Cs] Dipindai dengan CamScanner
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1) | Faktor Positif:

Dewan Pengawas memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi
selama menjabat sesui dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas
dan tanggung iawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan
baik,serta hasil kinerja Dewan pengawas dapat dipertanggung jawabkan.

2) | Faktor Negatif:
tidak terdaftar faktor negatif

h, | Droepne: e - i b

1) | Faktor Positif:

Dewan Pengawas telah memiliki dan pengkinian pedoman dan tata
tertib kerja anggota Dewan Pengawas sehingga pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan rapat terlaksanan dengan memperhatikan
pedoman dan tata tertib. 2

2) | Faktor Negatif:
tidak terdaftar faktor negatif

¢. | Hasil:
1) | Faktor Positif

Dewan Pengawas memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan
remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaa tugas terlaksana denan
memperhtaikan kebijakan .

2) | Faktor Negatif
tidak terdaftar faktor negatif

(8 Dipindai dengan CamScanner
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D. FAKTOR & -
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KELENGRAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ROMITE

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

o

] Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) B« el

i

-

A
|

B

| 8PR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Kommans
sebagaimana diatur dalam ketentuan Oteritas Jasa Keuangan.

BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib ker}a untuk maxrng m.nlng

.

terdapat kormite kiedit

ot

- ——i i
BPR telah memiliki pedoman

- 2) | komite sesual dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan tata tertlb kerja untung
. masing-masing komite
| B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P) et i
Komie Clreksl Telah melahsanakan fungsinya dengan Daik antaca lain | oo kradit telah
1 komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kefwda direktur melaksanakan fungsi nya
? 3) | vtama untuk menyempumakan pelaksanaan manajemen risiko dengan balk
! berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direkst datam
i mengevaluasi permohonan kredit.
| Xomite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain | komite audit telah
" Jengan Melakuhan evaluas terhadap penerapan fungst audit intem. meiaksanakan fungsinya
f dengan baik antara lain
'; # dengan melakukan evaluasi
l terhadap penerapan fungsi
audit intern
?I Komite oemantau risiko telah melaksat.\akan fungsinva denuar; baﬂ: audit inelrn melakukan
,’ 5) ::\at;:! lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungs fungsinya dengan balk
jemen risiko.
i Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan
| balk antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan
i 6) remunerasi dan memberikan rekomendasl kepada | tidak terdapat komite
! Dewan Komisaris mengenali kebilakan remunerasi, serta menyusun dan | remunerasi dan nominasi,
memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan
dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
x Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk | komite yang dibentuk
7) | menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib [ mmenjalankan tugasnya
[ kerja. secara efektif
{ Masing-masing komite mengevaluas! pedoman dan Wta tertb kerja | imemiliki pedomaninya
8) | komite secara konsisten. masing-masing
C. | Hasil Penerapon Tata Kelola (H)
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait | Komite kredit memberikan
penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta | rekomendasi kepada Direksi
-~ mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. | terkait penerpan risiko dan
P pelaksanaan pemberian kredit
serta
[ o mempertanggungjawabkan
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan
[ Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta | tidak terdapat komite dewan
; 10) kebyakan remunerasi dan nominasl dan mempertanggungjawabkan | pengawas
|| seluruh pelalsanaan tugas kepada Dewan Komisaris. e WIS o
| ‘} asil rapat komite diiuangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan | hasli rapat komite dituangkan
11) | dengan balk, serta dibagikan kepada selurub anggota komite, dalam risalah rapat dan

| dikomentadkan dengan balk
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a. | Struktur:

1)

Faktor Positif:

Bank Khatulistiwa memiliki kurang dari Rp 80 milyar sehingga tidak
diwajibkan membentuk komite

2)

Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif

b. | Proses:

1)

Faktor Positif:

Tidak wajib

2)

Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif

¢. | Hasil

1)

Faktor Positit
Tidak wajib

2)

Faktor Negatif
Tidak terdapat faktor negatif

Dipindai dengan CamScanner
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E. FAKTOR 5 — PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

4 | Penanganan Benturan Kepentingan

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap
pengurus dan pegawal BPR, termasuk pengungkapan benturan
kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan
dokumentasl.

B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris. Pelabat Eksekutif. dan pegawali mengungkapkan
benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi sudah sesuai dengan
adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan | kebijakan.

tidak mengambll tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentlngan

C. | Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

Anggota Direkel, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan
3) | pegawal menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan,
termasuk potensi benturan kepentingan.

Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi

Upll l\hu UIIJ\nUu J uuh
memiliki kebijakan benturan
kepentingan

1)

2)

sesuai dengan kebijakan
benturan kepentingan

4) | keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan ;:m::::i;dazat RHIHTAD
serta telah terdokumentasi dengan baik. i o
5) 8PR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, cesuai dengan kehijakan
benturan kepentingan
Uy ‘,:?S,;j.l PR G oy -N.'..r“’ ,'\_:," .:-t'_’, ¢ s .ME U Nr\ ‘_.:T.'.ii.;:,i"-:;il‘ :‘».-“t‘ .:; ‘..‘." (: il i ? ' 25 T ‘. =
a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
BPR melaksanakan kebijakan Benturan kepentingan sesuai peraturan
yang berlaku
2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif
b. | Proses:
1) | Faktor Positif:
mengikuti aturan dan kebijakan benturan kepentingan
2

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif

c. | Hasil:
1) | Faktor Positif
tidak terdapat benturan kepentingan oleh direksi

2} | aktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif

(8 Dipindai dengan CamScanner
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F. FAKTOR 6 — PENERAPAN FUNGSI REPATUHAN

6 | Penerapan Fungsi Kepatuhan

|

tanggung jawab sesual

' A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi | saat ini Anggota direksi yang
; persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. membawahkan fungsi
; ) Kepatuhan menjabat sebagai
;L PLT.
| BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang | BPR sudah memiliki satker
‘ menangani fungsi kepatuhan sesual permodalan sesuai dengan | Kepatuhan atau Pejabat
! kotontuan Ctoritas Jasa Xcuangan. Eksekutif yang menangani
L 2) fungsi kepatuhan sesuai
‘ permodalan dengan
ketentuan Otoritas jasa
Keuangan
61 | i fromersim A1 i e B e s | 1= NS O
| ! dan atau mengkinikan SOP
{ dan prosedur kepatuhan.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan BPR menyidakan pelatihan-
; kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat <
| 4) : pelatihan untuk
{ Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas g
| sacars pfelnif memperdalam ilmu
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan saat ini Anggota direksi yang
strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara membawahkan fungsi
| 5) | lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada ;
i visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan Kepatuhan menjabat sebagai
! tarkini PLT.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan | saat ini Anggota direksi yang
kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan | membawahkan fungsi
8 | perundangundangan. Kepatuhan menjabat sebagai
i PLT.
f Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi | PE Kepatuhan menangani
t kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan | fungsi kepatuhan
l 7) pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. melaksanakan tugas dan
l
|

dengan pedoman kerja.

N

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

808 berhasi! menurunkan tingkat pelanggeren terhedap ketentuen,

tidak terdapet pelenggeran

% 8) terhadap ketentuan yang
' { signifikan
i [ Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan | PLT Direktur kepatuhan
{ | 9) laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas | menyampaikan laporan-laporan
| | Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa | terkait kepada Otoritas Jasa
: H ) Yevangen secara fenghap, skurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Xevangan

(8 Dipindai dengan CamScanner
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a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
Direksi Kepatuhan saat ini menjawab PLT yang di SK kan oleh KPM

2) | Faktor Nagatif-
tidak terdapat Faktor negatif

b. | Proses:

1) | Faktor Positif:

Direksi telah membentuk satuan kerja dalam rangka mendukung
pclaksenaan tugas dan fungst anggota dirtksi yang membawahikan
fungsi kepatuhan

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat Faktor negatif 2

¢ | Hasii:
1) | Faktor Positif

PE Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki
kebijakan dan tata tertib.

2) | Faktor Negatif
tidak terdapat Faktor negatit

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

G. FAKTOR 7 — PENERAPAN FUNGSI AUDIT iNTERN

R XRITERAT AR, el KETERANGAR.

enerapan Fungsi Audit Intern

A,

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah memiliki satuan
kerja audit intern yang
melaksanakan fungsi audit
inetr sesuai permodalan
sebagaimana diataur dalam
ketentuan otoritas

2)

meiaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan
pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan
Komisaris.

Audit intern memiiiki
kebijakan sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan

3)

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan
fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.

Satuan kerja audit inter yang
melaksanakan fungsi audit
inetr independen terhadap
fungsi operasional

4)

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

PE Audit Intern bertanggung
jawab langsung kepada
Direktur Utama

5)

BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

BPR telah menyediakan
sumber daya manusia
dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai.

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

BPR sudah menerapkan
fungsi audit intern

7)

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang
memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan

=2l foisnsshisan 1A

BPR melakukan pemeriksaan
melalui otoritas lainnya

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara
independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan
program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

Pelaksanaan fungsi audit
intern sudah dilakukan
secara memadai dan
independen

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya
manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan
fungsi audit intern.

PE Audit Intern sudah
mengikuti peningkatan mutu
SOM

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan
sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

PE Audit Intern sudah
menyampaikan laporan
nelaksanaan audit kepada
Direktur Utama dengan
tembusan Direktur Kepatuhan

11)

BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat
waktu

BPR menyampaikan laporan
pengangkatan atau
pemberhentian PE Audit Intern
kepada OIK

(8 Dipindai dengan CamScanner
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Struktur: s
1) | Faktor Positif:
satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsl audit intern

memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat
sesuai dengan ketenetuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung
Jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kerja satuan kerja audit
inetr dapat dipertanggung jawabkan sepenhnya kepada Direksi dan
penyampalian laporannya dilakukan secara lengkap akurat dan tepat
waktu

?) | Faktor Negatif-
tidak terdapat faktor negatif

Proses: 1
1) | Faktor Positif:

satuan kerja audit Inetr yang melaksanakan fungsi audit intern telah
memiliki dan menginikan sceara berkala pedoman.

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif

Hasil:
1) | Faktor Positif
sudan berjalan dengan baik

2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif

(8 Dipindai dengan CamScanner
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f. FAKTOR 8 — PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

8 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang

lingk dit, stand fesional akunt ublik, target waktu Penugasan KAP sudah
ngkup audit, standar profesional akuntan publik, :
memenuhi aspek-
1) | penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan difna:suud spek-aspek yang

KAP, dan mempertimbangkan kompetensl dari KAP (termasuk Akuntan
Publik) yang memadai.

B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Penunjukan KAP sudah
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
2) | memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah
memiliki komite audit).

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada | RPR telah menvampaikan
Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. hasil audit KAP kepada OJK

C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan
4) | BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan | Hasil audit telah sesuai

berdasarkan rekomendasi
Dewan Pengawas

3)

berkualitas.
5) Cakupai fiasil audii paling sedikil sesuai dengan ruang lingkup audii | Cakupan Audil ieiah sesuai
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan OJK
(IS e e . g e T e e r .
e A 3 KESIMPUVANT " =i a2 v
a. | Struktur:

1) | Faktor Positif:
Penugasa audit kepada KAP telah memenuhi persyaratan sebagiaman
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

2) | Faktor Negatif:
tidak ada

b. | Proses:
1) | Faktor Positif:
berjalan dengan baik

2) | Faktor Negatif:
tidak ada

[e1ere)

¢. | Hasil:
1) | Faktor Positif
berjalan dengan baik

2) | Faktor Negatif
tidak ada
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FAKTOR 5 — PENERAPAN MANAJEMEN RiSIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

9 | A

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesual
dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian
uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

sudah memiliki satuan kerja
anti fraud

2)

BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur
manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.

BPR suda memiliki kebijakan
manajemen risiko dan
sedang melakukan
pengkininan oenetapan limit
risiko

3)

BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas
Daiu sesuar dengan ketentuan yang berlahu.

BPR sudah memiliki
kebijakan tetntan produk
baru dan sedang melakukan
pengkinian sesuai ketentuan
yang berlaku

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung
lawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan
permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan dan Pedoman
Penerapan Manajemen
Risiko telah disusun secara
tertulis. Direksi juga telah
melakukan evaluasi dan
memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan
Direksi dengan baik

5)

Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko
secara tertulis;

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi
persetujuan Direksi;

c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan

d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala
terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme.

yang memerlukan

Kebijakan dan Pedoman
Penerapan Manajemen
Risiko telah disusun secara
tertulis. Direksi juga telah
imelakiuRan evaluasi dan
memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan
Direksi dengan baik

6)

Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko;

¢. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;

d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan
dan strategi manajemen risiko; dan

e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala
terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian vang
dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dewan Pengawas telah
menvetujui Kebijakan
Manajemen Risiko yang
telah disusun namun belum
dilakukan evaluasi berkala
atas kebijakan tersebut.
Dewan Pengawas juga telah
melakukan evaiuasi dan
memutuskan permohonan
Direksi atas transaksi yang
memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris
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BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan | BPR telah menerapkan
pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. manajemen risiko atas risiko
7 kredit, operasional,
kepatuhan dan likuiditas
BPR menerapkan tata kelola, manajemen rlslto, dan kepatuh:n secara | poc memiliki sistem
]) ;ci::::l:i;a: vang didukung dengan kehllakan atau prosedur yang Informasi yang memadal
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan | BPR telah mengikutsertakan
pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai | SDM pada pelatihan dan
9) | dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. sosialisasi mengenai
manajemen risiko
| BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan | bpr sudah melakukan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. penerapan strategi anti
10) fraud secara efektif sesuai
dengan ketentuan Otoritas
jasa Keuangan
[ | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR sudah menerapkan
11) sistem pengendalian inetr
yang menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan | BPR menerapkan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Manajemen risiko atas
12) seluruh risiko yang
diwajibkan Otoritas
Keuangan
| i v v o o o o | oo
lengkap, akurat, kini, dan utuh. Informasi yang memadal
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada | gpp telah mengikutsertakan
10) | maniss o0ars ey et poas /oo smiaksndt meqgenat | SCM poc pelathn dan
; sosialisasi mengenai
manajemen risiko. -
manajemen risiko
. C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang | BPR menyusun laporan profil
15) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas | risiko kepada Otoritas jasa
Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko | Keuangan sesuai dengan
dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. | ketentuan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan | BPR sedang menyusu dan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa | sedang melakukan pengkinian
16) | Keuangan. tentang laporan prosuk dan
aktivitas baru yang dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti | BPR sedang menyusu dan
fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak | sedang melakukan pengkinian
17) | signifikan. tentang laporan prosuk dan
aktivitas baru vang dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan
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N e e RECINADUILAN
it o e ARESUMEUCAIN.

a. | Struktur:

1) | Faktor Posiﬁf:
peringkat risiko rendah karena BPR memenuhi seluruh persyaratan
terkait,tidak terdapat fraud dan pencucian uang

2) | Faktor Negatif:

Tidak ada

b. | Proses:

1) | Faktor Positif:

BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko,

2} | Fahiur Negalil, 2
Tidak ada
¢ | Hasil:

1) | Faktor Positif

sebagian besar pelaksanan tugas dan fungsi direksi dan dewas terhadap
penerapann manajemen risiko dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun pedoman.

2) | Faktor Negatif
Tidak ada
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J.

FAKTOR 10

10

— BATAS MAKSIMUIM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit

A.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak
terkalt, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagal bagian atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan perkreditan BPR sesual dengan ketentuan yang
berlaku.

BPR telah memiliki kebijakan
BPMK

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan
prosedur BMPK agar disesualkan dengan peraturan
perundangundangan.

BPR telah memiliki kebijakan
BPMK

3)

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau
pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangsn mengenal BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian
maupun peraturan perundang-undangan.

BPR telah memenuhi
retentuan OIK

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4)

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau
pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar
dan iepal wakiu sesuai keteniuan Otoritas jasa Keuangan.

Laporan BMPK sudah
disampaikan kepada OJK

5)

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Tidak terdapat pelanggaran
maupun pelampauan BMPK

B Ao S L KESIMPULAN
.| Struktur:
1) | Faktor Positif:
PR telah memililki kebijakan BMPK
2) | Faktor Negatif:
Tidak ada
b. | Proses:
1) | Faktor Positif:
Proses pemberikan kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah
memenuhi Peraturan Otoritas jasa Keuangan
{2} | Faktor Negatif:
Tidak ada
c. | Hasil;:
! 1) | Faktor Positlf
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah
disampaikan secara berkala kepada Utoritas Jasa Keuangan sesual
ketentuan
2) | Faktor Negatif
tidak ada
FESPU—— P——— B e e ————— NI - —
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A

Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
T_ersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang' Laporan Keuangan BPR
1) didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai sceish didlidkopp s
ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk |~ g gan
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. sistem
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang
2) didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam | BPR sudah memiliki sistem
rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh | informasi yang memadai
Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan | BPR sedang menyusun
3) dan sistem teknologi informasi. pelaporan dan sistem TI
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen | BPR memperhatiakan prinsip
) | risike dalam rongka penggunaan dan pemanfastan teknelegh informast. | dalam penerapan tata keioia
dan manajemen risiko
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan | BPR telah menyusun laporan
materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, | keuangan publikasi setiap
5) | susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan | {rjwulan sesui dengan
WUNINLIAE SR, ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat | PR telah menyusun laporan
informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan | tahunan,tranparansi
keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, | penerapan tata
6) Laapor?n akuntz’n publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi kelola,laporan keuangan
dan informasi, serta surat gernvataan kebenaran data dan/atau tahunan bFR sesuai dengan
informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa .
Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan
BPR melaksanakan transparansi informasiBmengenai produk, layanan | BPR telah melaksanakan
dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada | transparansi infomasi
persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. mengenai produk lavanan
dan atau penggunaan data
7) nasabah BPR dengan
berpedoman pada
persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas
jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, | BPR telah menyusun laporan
8) jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa | |nformasi sesui dengan
Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan
Seluruh laporan yang dicampaikan telah <ecuai dengan  kondici seiuruh iaporan yang
9) sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan di ik lai "
penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun Fmpakan t(? USRS
pencatatan yang tidak sesual SAK yang dilakukan secara dengan sengaja. dengan kondisi sebenranya
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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10)

Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa
keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau
pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan
prinsip pengelolaan perbankan yang schat.

tidak terdapat penyalahgunaan
dan pemanfataan terkait
erkayasa keuangan

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampalkan secara
lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

laporan tahunan dan laporan
keuangan publikasi
disampaikan dengan tepat

11) | dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
waktu kepada Otoritas Jasa
Keuangan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesalan pengaduan, dan | Laporan penanganan

12)

laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian
pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
secara tepat waktu.

pengaduan dan penyelesaian
pengaduan disampalkan sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuanagn secara Tepat Waktu

Struktur:

1\
o ]

Faktor Positif

BPR memilikisistern pelaporan keuangan yang didukung oelh sistem
insformasi yang memadai sesual ketentuang termasuk sumber daya
manusla yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilkaukan secara

lengkap

faktor Ncogatif:
Tidak ada

Proses:

1)

Faktor Positif:

BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oelh sistem isnformasi
manajemen dan dapat meningkatkan kuaiiitas proses pengambinian
keputusan dan Direksi dan kkualitas proses pengawas oleh Dewan

Pengawas

2)

Faktor Negatif:
Tidak ada

Hasll

1)

Faktor Positif
Sudah baik

2)

Faktor Negatif
Tidak ada

N
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L. FAKTOR 1Z — RENCANA BISNIS

12 | Rencana Bisnis

{ A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
| Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah | Rencana bisnis berialan sesui
disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesual dengan | dengan rencana namun
1) | visi dan misi BPR. terdapat beberapa yang
tidak sesuai dengan
\ target,terutama kredit
{ Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang
i , dan rencana disiis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, Rencana bisnis berjalan sesui
) | rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi
! keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas dengan rencana
Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam
i 3) rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai | Pemilik Modal mendukung
i antara ain sumber daya manusia, tehnolog informasi, jaringain kantoi, | RBB yang disusun BPR
kebijakan, dan prosedur.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur
(achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
| > faktpr eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan | Rencana bisnis berjalan sesui
’ usana BPR; dengan rencana
b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan
C._penerapan manajemen risiko.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan | Dewan Pengawas telah
5) | rencana bisnis BPR. melaksanakan pengawasan
secara berkala
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | (RS 3
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada | RBB telah disampaikan kepada
6) : . g
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 0JK
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis
7) | tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas | sudah sesuai.
komitmen pemegang saham.
a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
rencana bisnis BPR  Khatulistiwa telah disusun  secara
realistis,komprehensif,terukur  oleh Direkst dan disetujul dewan
pengawas sesuia dengan visi dan misi BPR serta menggamabarkan
rencana strategis ajngka panjang dan rencana bisnis tahunan.
2) | Faktor Negatif: 2
Tidak ada
|
b. | Proses:
l 1) | Faktor Positif:
i renacana bisnis BPR yang telah disusun didukung oelh pemegang saham
! yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka
| memperkuat permodalan dan infrastruktur
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2) | Faktor Negatif:

Tidak ada
c. | Hasil: =
1) | Faktor Positif s
baik

2) | Faktor Negatif
Tidak ada

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK

Posisi : DESEMBER 2024

faiiing Jusag Y O & 1 R P o ok o Nilai
Faktor i uoped 4 Sy 7 S T T 11 e o 3 e o 7 Komposit
Nilai

Eaktor 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Predikat ;

Xomposit Peringkat 2

- . 77 KESIMPULAN'AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan penergpan tata kelola yang secara umumbaik.Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata
kelola,secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan

normal oleh manajemen BPR

FAKTOR POSITIF
memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan,proses pelaksanaan
tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik

R AR e, FAKTOR NEGATIF sl b e R
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

Pontianak, & Januari 2025

Kefgq Oewag’ Pel gawas

» -~ Direkfur Utama

/3
o NT\
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